
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai -di 
Provinsi ~~mater~ Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lemba.ran Negara Ta.nun 2004 Nomor 126, 'rambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. trndang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembefitukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

,n.,,,....,..,,,u .. m ..... =·"" 01,,.,_rm.,,,=lDS.~IJ£-~i&_L,~un 2011 Nomor 82,_Tambahan Lembaran Negara 
~ IPARAF . ,OrRQiMJdh"!:l()~esia Nomor 5234); 
.,, ""·~~ "~,.J:r.;JS,;,,i.t'-': 

4 ' d!!-tlndaj'}g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
19 , ~ '{g' ' 6 7 £.al1 lf.l-~gara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

· . T _, , v , ,ha~baran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

bahwa 0ti:ti:ttik melaksanakar; ketentuan Petattitafi Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa, khususnya yang terkait 
dengan Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan 4~ 
Pemberhentian Perangkat Desa; 

Menimbartg 

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR E>~ TAHUN 2020 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATE·RA UTARA 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa 

r.-=,41.=. ~."'-""'"''";. .... m; ... :n;::7. ITT'.:~.-H. ·;1.,;;'"~.-~.'l-('."'.··;:·p:"~ijl.~t:i.~~ .. ~ .. ~.-=~~ .... o .. ··11,~rah Kabupaten Serdang Bedagai Tahtifi 2019 r,~~~~~~~~1-!:1 ,, f@1L_]_,~~ 

Perubaha.n Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Ta.nun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5600)! 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Petafiitan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Ta.hurt 2014 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201Q Nomor 41); 

'8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 ·Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah [Lembaran N~g~~ Republik Indonesia Tahun 2917 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 

1 o. Peraturan Menter! Dalam Negen Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan .Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1223); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 
hak tradlslonal yang dlakui dan dihormatl dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan niasyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerirttah Desa adalah Kepala nesa dibanru Petartgkat nesa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

1 o. Perangkat nesa adalah unsur star yang membantu Kepala 
ii'"'~~,:,,=um,,,:,;n,<mur.~":·"''."=-"' - . ... • .,:"'.'""""mmnmm::q~~\-.m~atm.n:'!1 penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 

1~~Wiitfiit~;::::::f1:;;:1;aG~::: 
L .... JJ_l.!:li~~J:.!lf ~ adalah pegawai yang rnemiliki kecakapan, 

keterampilan dan kompetensi yang diangkat oleh Kepala Desa 
untuk membantu tugas-tugas Perangkat Desa. 

12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas 
membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi 
pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

13. Kepala Y~~~ y~g ~~-l~j~~_riy~ ~-i~~!:>~~ -~~r ~~aj~~ ~~~~r 
Staf Sekretariat yang membantu Sekretariat Desa dalam 
melaksanakan urusan kesekretariatan, paling banyak terdiri 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN 
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 

MEMUTUSKAN t 



BAB II 

ir=·~ ~io .~ ~ §>;._ :r=_-----~:;~F~r.·;,,..,, =-;~~~~---;g_-_- .. __ ~_.·Np- __ ._ ANGKATAN PERANGKAT DESA 
~ ~.. rJ .... A ~,.!?'"ii. tr- rl<la. 1t.~1 ~~~~!LY fl 6~w i·\ ,~~ d :; I W] Persy=:::P:::::karan 

Pasa.I 2 
(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa adalah penduduk 

warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan 

umum dan khusus. 

23. 

19. 

18. 

17. 

16. 

15. 

atas 3 (tlga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, 
urusan keuangan dan urusan perencanaan dan paling sedikit 
2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan 
urusan keuangan, masing-masing urusan tersebut dipimpin 
oleh Kepala Urusan. 
Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Pelaksana 
Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai 
pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 _(tiga) 
seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi 
Pelayanan, ., paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi 
Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, masing­ 
masing seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi. · 
Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa y1ang merupakan 
lingk.ungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 
Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan 
unsur pembantu Kepala nesa sebagat satuan tugas 
kewilayahan, dimana jumlah unsur Pelaksana kewilayahan 
tersebut _ditentukan secara proporsional antara pelaksana 
kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan 
desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, 
geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana 
penunjangtugas. 
Penataan Perangkat adalah suatu proses dalam upaya 
meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
J'~-r~~I].g~ ~~l~}_l seorang y~_I].g -~~!l~ p~_r~~~~I?-~Y~ ~~~u 
keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 
pelak.u tindak pidana. 
Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa 
dan diadili di pengadilan. 
Terpidana adalah .seorang yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Pihak berwajib adalah pihak yang berwenang dalam 
menangani perkara atau kasus yang disebut dengan kepolisian 
dan kejaksanaan. 
Harl adalah hari kerja. 

14. 



b. surat Pernyataan. memegang reguh dart mengamalkan 

a. surat Permohonan menjadi calon Perangkat Desa yang ditulis 
tangan diatas kertas bermaterai/ segel; 

d. calon Perangkat Desa yang berstatus sebagai 
pegawai/ka.ryawan BUMN dan Perusahaan Swasta harus 

--~,,_.memiliki-""·1ijin tertulis dari perusahaan/instansi tempat 
•="""""" == ., ........ rmrw,..,_,....-..,....,.-"' """",.,.=-=~ IY:'C ll' ~ fi Hl\ •J;,)~ t1 ! 
· 11 "'l) w·~ A ~o A ~ ~ ,, 6'1; u ~~ ai ti"~ fr>l'c. 11:,.,.,; ,1 •. I ~m ~~a li.ill'A~~1r'"~~':1r~~\t,~~~· ...--- . .,,. m~a-y~ng bersangkutan bekerja. 

rT• rr ~~ 1., ,s.1 19 .: l \1 'i" ~\'I~ y{ f I ~L.J,,..J Pasal 3 
L • .....J,.... _LL~.J- · -H'elen:gkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 2 ayat (2) huruf h, antara lain -terdin atas: 

c, eaten Perangkat Desa yang berstatus sebagai Peg~wai Negeri 
Sipil, TNI dan Polri harus memiliki ijin tertulis dari pejabat 
yang - betwertang; dan 

b. Perangkat · Desa khusus pelaksana kewilayahan bersedia 
bertempat ~tin.ggal diwilayah kerjanya setelah 
terpilihnya/ ditetapkan menjadi pelaksana kewilayahan; 

a. Perangkat Desa kecuali pelaksana kewilayahan harus 
mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang 
mendukung pelaksanaan tugas; 

(2) Persyaratan· umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 
a. bertaqwa kepada Tuhart Yang Maha Esa; 
b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, n~gara 
dan Pemerintah Republik Indonesia; 

c. tidak sebagai Pengurus partai politik; 
d. tidak pernah dihukum/ dipenjara karena melakukan 

tindakart pidana: 
e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat 

puluh dua) {a.hurt; 

f. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; 
g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau 

yang sederajat; 
h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 



(2) xepaia nesa dapar membentuk tim seleksi dengan surat 
keputusan kepala desa yang terdiri dari seorang ketua, 
seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. 

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah 
ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur 
Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan desa. 

Camat mengenai akan dilaksanakannya pengisian Perangkat 
- Desa. 

j. surat pernyataan calon Perangkat Desa khusus pelaksana 
kewilayahan bersedta bertempat tinggal diwilayah kerjanya, 

1. melampirkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; 

g. melarnpirkan Surat Keteran.gan. kesehatan dart dokter 
pemerintah, dan surat keterangan bebas narkoba asli dari 
Badan Narkotika Nasional Kabupatert Serdang Bedagai; 

h. melampirkan foto kopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan 
Kenal Lahir yang telah dilegalisasi; dart 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dart Bhinneka Tunggal 
Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel 
atau bermaterai cukup; 

c. surat Pemyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas 
bermaterai; 

d. foto kopi Ijazah pendidikan dart tingka; dasar sampal dengan 
ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau 
surat pernyataan dari pejabat yang berwenang: 

e. foto kopi E-KTP; 

f. surat keterangan berkelakuan baik dari Kantor Palisi 
setempat; 



( 4) Tim yang di tetapkan Kepala nesa melakukan penjanngan dan 
penyaringan calon Perangkat Desa. 

(5) Dala.m ha.I anggota -tim seteksi mendaftarkan diri se bagai bakal 
Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan 
sebelum mendaftarkan diri, 

(6) Dalam hal anggota tim seleksi meninggal dunia atau 
mengundurkan diri kepata Desa memberhentikan 
keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dengan 
Keputusart Kepala nesa. 

(7) Tim Seleksi Perangkat Desa bertugas sebagai berikut: 
a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan 

Perangkat Desa; 
b. menyusun dart menetapkan tata tertib pengangkatan 

Perangkat Desa; 
c, mengurnumkan adanya lowongan Perangkat Desa; 
d. menerima pendaftaran Baka! Calon Perangkat Desa; 
e. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan 

persyaratan administrasi Baka! Calon Perangkat Desa; 
f. menyiapkan peralatan dart perlengkapan yang diperlukan 

dalam pelaksanaan ujian tulis maupun wawancara bagi 
Baka.I Calon Perangkat Desa; 

g. menyiapkan materi ujian tertulis dan wawancara bagi Baka! 
Calon Perangkat Desa; 

h. menyelenggarakan ujian tulis bagi Baka! Calon Perangkat 
Desa; 

1. menyelengggarakan ujian wawancara terhadap Bakal Calon 
Perangkat Desa; 

J. menyelesaikan perselisihan yang timbul selama rangkaian 
kegiatan pengangkatan Perangkat Desa; 

k. membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan­ 
tahapan kepada Kepala Desa; 

1. mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan Calon 
Perangkat Desa kepada masyarakat. 



kekosongan jabatan Perangkat Desa. 
(2) Penjaringan dan -penyartngan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan. 
(3) Penjaringan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) meliputl 

kegiatan: 
a. pemertksaan kelengkapan -persyaratan adrntnistrasi: 

(6) Tim seteksl melaporkan penutupan pendartaran kepada 
Kepala Desa, untuk selanjutnya Kepala Desa melaporkan 
kepada Bupati melalui Camat. 

(7) Pendaftaran seleksi Perangkat Desa akan dilaksanakan 
kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(1) Tim seleksi melaksanakan pendaftaran calon Perangkat 

Desa yang diumumkan secara terbuka. 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari. 
(3) Jika terdapat lebih dart 1 (satu) lowongan jabatan 

perangkat desa sedangkan jumlah calon yang mendaftar 
tidak rnemenuhi jumlah yang dipersyaratkan, tim seleksi 
memperpanjang masa pendaftaran Tahap I untuk paling 
lama 7 (tujuh) hari. 

(4) Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan tahap I 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belurn dlperoleh 
jumlah calon yang dipersyaratkan, tim seleksi 
memperpanjang pendattaran ta.nap II dalem waktu paling 
lama 5 (lima) hari. 

(5) .Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran 
tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum 
diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, tim seleksi 

menutup pendaftaran. 

Pasal 5 

Paragraf 2 

Pendaftaran Perangkat Desa 



(7) Materi ,ujian -tulis sebagatmana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
diantaranya adalah pengetahuan tentang : 
a. admmtstrasi perkanteran: 
b. administrasi keuangan; 
c. admmtstrast pemerintahan; 
d. perencanaan ; 

fi!'"'"'''''''"'~"""=;~;:····-··:·""':"~~~~"':"''."·~··~;t~cl~~L~formasi; 
!l ~H .1; i1"b A~ ~? ffeJ n= t{(b_ o 01 P D ~ ~-~ ,, t11; n ii 
l_.1. "'"s:i_:~::,.:.,,,,:r_-,:-..,;:;~:r .... ;1=:-r~. ,aw_ . tt~-all·P._r_i erundang-undangan; 

ll.,i~ ~? ~1_• •• _,_1\1~- ~\,·_~ 11_~~ -_-4'_j-1--,un __ ·-a.t1.)nasyarakat. \; , rj •H L I ~ -. I K ;! 0/IJ.. ~ , n.T ~ t !1 .. ~ i ,~ . ~· , ti 
;; ~ '.:i ij ~ ·• \. • (i •• 

· .,,.,., .. il..,""" .=1L.""""'"L""'"'".d,~=-=-JM·~·"=l~L,:s,.}!Il1"'1 ... ~~J~t§l.: wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan 
materi ujian tertulis. 

(9) Pemeriksaan hasil ujian tertulis dilakukan Tim Seleksi pada 
rt-..,·,.=wz,.,.,:se • .-,=.,,=x2-,.:;j•·---,.-:_j·._s:..:. .••..•.... ~ hari yang sama dengan saat uiian dilaksanakan. 
~ p '!".(.A 17\ ---.... J ;J ~ ~1~ \ :_, J'\./fl tj 1~;.J A s r_, t ~ ~L., 1. di.Jl. ', r-l;.. : Ii_ ; 

L, · . _-= • I ( 1 O) Hasil penelman unan dlruangkan dalam Betita Acara untuk I KABAG 1-A,-, disarnpaikan kep~da Kepala Desa dan diumumkan kepada 

I HUKUM I l I masyarakat. 

n =-=i',,,-=-·-----·ij (11) Teknis pelaksanaan ujian tulis dan teknis wawancara diatur i KASUBBAG , 
.l_ PER-UU-AN ,; I,, i lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa. 
l ~ - 'I~ t 
·~"i:-11,'""1: 'l"•'I·· '" .... ,, ..... ,....,i,~~,,._,/,_.,Ah,·~-· ··-0, ...... ,,,,. .. , ~ ·~.J 

a. Pancasila dart Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. pengetahuanumum: 
c. pengetahuan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa; 
d. pengetahuan tentang disiplin Ilmu yang dibutuhkan oleh 

Pemerintah Desa yang bersangkutan; 
e. pengetahuan tentang pengenalan wilayah desa yang 

bersangkutan. 

(4) Materi ujian tertulis disusun Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) 
hari sebetum pelaksanaan ujian. 

(5) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud 
datam ayat ( 4) Tim selekst dapat bekeriasama dengan 
Lembaga/Institusi pendidikan yang ditunjuk. 

(6) Materi ujia.n tulls sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hurur 
b meliputi: 

b. ujian tertulis materi pengetahuan umum dan materi 
pengetahuan khusus tentang Pemerintahan Desa; 

c. wawancara. 



Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa 
menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan 
Perangkat Desa. 
Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa 
melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat 
Desa. 
Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sedangkan 
Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa 
tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, 
keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi 
huk.um. 

(2) 

Pasal 8 
(1) Rekomendasi Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan 

berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman 
pada: 
a. persyaratan umum dan persyaratan khusus 
b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan 
c. hasil ujian tertulis maupun wawancara. 

Paragraf 4 

Penetapan Calon Perangkat Desa 
Pasal 7 

(1) Tim seleksi menyampaikan Berita Acara hasil penjaringan dan 
penyaringan kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari 
setelah pelaksanaan ujian selesai. 

(2) Hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) bakal calon yang 
memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Perangkat 
Desa untuk diajukan/ dikonsultasikan kepada Camat. 

(3) Pengajuan/konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) disertai Berita Acara hasil penjaringan 
dan penyaringan dalam waktu paling lama 7 (tujuh} hari sejak 
pelaksanaan ujian selesai. 

(4) Camat memberikan rekomendasi dalarn bentuk tertulis 
terhadap Calon yang diajukan Kepala Desa dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonari/ pengajuan. 



f. sambutan Camat; 

c. pengambilan sumpah/janji 

Desa; 
d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji; 
e. pembacaan naskah pelantikan oleh Kepala Desa; 

oleh Kepala jabatan 

Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; 
b. pembacaan Surat Keputusan Kepala Desa tentang 

Pengangkatan Perangkat Desa; 

Bagian Ketiga 
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Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan 
Perangkat Desa. 

Pasal 9 

(1) Biaya . penjanngan dan penyaringan Perangkat Desa 
dibebankan pada APBDesa. 

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipergunakan antara lain untuk: 

a. pengadaan Alat Tulis Kantor; 

b. konsumsi; 

c. penggandaan; 

d. honor Panitia; 

e. keamanan; 

f. perjalanan Dinas Dalam Daerah; 
g. dokumentasi dan Publikasi; 
h. biaya Sewa, apabila diperlukan (gedung, kursi, sound 

system); 
1. biaya pihak ketiga, apabila diperlukan (wawancara, atau 

pembuatan soal); 
j. biaya Pelantikan. 



dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 
(4) Sanksi administrasi berupa teguran lisan maupun teguran 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a. teguran lisan diberikan kepada Perangkat Desa apabila tidak 

melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan 
sebagai Perangkat Desa; 

b. teguran tertulis pertama diberikan kepada Perangkat Desa, 
apabila teguran lisan tidak dilaksanakan dalam tenggang 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat 
keputusan pemberian teguran lisan; dan 

(5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai 
berikut : "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa 
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa 
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; 
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa 
saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan 
selurus- lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia". 
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(1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa 
yang melakukan pelanggaran ataupun tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagai Perangkat Desa. 

(2) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa 
teguran lisan maupun teguran tertulis dimana teguran 
dimaksud berbentuk surat keputusan Kepala Desa. 

(3) Dalam hal telah diberikan sanksi administratif, tidak terdapat 
perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka 
Kepala Desa melakukan tindakan pemberhentian sementara 

Desa Perangkat jabatannya, 

g. sambutan Kepala Desa dan 
h. pembacaan doa. 

(4) Sebelum memangku 
bersumpah/berjanji. 



Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c karena : 

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 
b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (Hrna) tahun berdasarkan keputusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

Perangkat Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; dan 
c. diberhentikan. 

(2) 

BAB IV 
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(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah 
berkonsultasi dengan Carnat. 

c. teguran tertulis kedua diberikan kepada Perangkat Desa 
apabila teguran tertulis pertarna tidak dilaksanakan dalarn 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. 

(5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
dalarn tenggang waktu 30 hari tidak dilaksanakan, Kepala Desa 
menyarnpaikan laporan kepada Carnat. 

(6) Laporan Kepala Desa kepada Carnat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) memuat materi pelanggaran yang di lakukan oleh 
Perangkat Desa yang bersangkutan. 

(7) Atas laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), Carnat melakukan kajian untuk proses selanjutnya. 

(8) Hasil Kajian Carnat tersebut nantinya berupa rekomendasi 
tertulis kepada Kepala Desa sebagai dasar pemberhentian 
sementara terhadap Perangkat Desa. 

(9) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) diberikan dalarn tenggang waktu 15 
hari. 

(10) Selarna pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9) Kepala Desa tetap melakukan pembinaan. 

( 11) Apabila selama pemberhentian sementara Perangkat Desa tidak 
melaksanakan kewajiban dan/ atau tetap melanggar larangan 
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap. 

(12) Apabila selarna pemberhentian sementara, Perangkat Desa 
dapat memenuhi kewajiban dan/ atau tidak lagi melanggar 
larangan, Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa 
yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa. 



negara; 
b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register 
perkara di pengadilan; 

c. tertangkap tangan dan ditahan; 
d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk 
Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara 
sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Kepala Desa 
dan/ atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. 
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(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa 
dengan Keputusan Kepala Desa, setelah berkonsultasi dengan 
Camat. 

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) karena : 
a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, 

teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan 

c. berhalangan tetap; 

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat 
Desa;dan 

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. 
(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 
(empat belas) hari setelah ditetapkan. 

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada 

Camat untuk mendapatkan rekomendasi. 

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat 
Desa. 



(1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk 

mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk 
penataan Perangkat Desa. 

Pasal 15 
(1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan 
ayat (3) huruf a diberikan penghargaan purna tugas atas jasa 
pengabdian yang bersumber dari APBDesa. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 1 
(satu) kali Penghasilan Tetap (Siltap). 

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, dapat diberikan 
hak sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari penghasilan tetap 
dan ditambah tunjangan kesehatan. 

Pasal 14 
(1) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa · sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c yaitu : 
a. diberhentikan, apabila terbukti bersalah; 
b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan 

apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak diterimanya putusan pengadilan. 

(2) Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan tidak bersalah tetapi 
telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan 
dengan hormat dan merehabilitasi Perangkat Desa yang 
bersangkutan. 

(4) Jika Perangkat Desa yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan 
huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah 
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan kepada 
jabatan semula. 



Kepala Dusun; 
Mutasi dan alih jabatan atau penataan Perangkat Desa, harus 
dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan, 
pengetahuan, ketrampilan dan persyaratan yang bersangkutan 
untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban pada 
formasi jabatan yang baru. 
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dengan seleksi jabatan oleh Kepala Desa; 
c. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat 

dirotasikan ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau 

(2) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. kekosongan jabatan sekretaris desa dapat diisi dengan 

seleksi jabatan oleh Kepala Desa dari jabatan Kepala Urusan, 
Kepala Seksi, atau Kepala Dusun; 

b. kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau 
Kepala Dusun, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Kepala 
Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun; 

c. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan, 
harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai 
kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung 
pelaksanaan tugas; 

d. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi, 
harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai 
kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan 
kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung 
pelaksanaan tugas; 

e. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun, 
harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai 
kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat dan 
bertempat tinggal di dusun setempat. 

(3) Alih jabatan Perangkat Desa untuk rotasi Perangkat Desa, 



,\·,,,,u~::rs··,~·····P:E~:·~;~;:~u~~e~;too·i~iri·~·~;;~sr~,,11 

1.·.:.:Ql&.; .-1~.--~~"~ 8;rur~ STAF ::RA:GKAT DESA '"'_JLL._ ~=- .,..,..,,.,...J Pasal 18 
(1) Kepala Desa dapat mengangkat Unsur Staf Perangkat Desa. 
(2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 

1 (satu) orang untuk membantu masing-masing Kepala 
Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan. 

Dalam hal Perangkat Desa dari unsur yang sama tidak ada 
maka dapat di isi dari unsur Perangkat Desa yang lain. 
Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang 
tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat 
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat 
penugasan. 
Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selama­ 
lamanya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang 
bersangkutan berhenti. 

sama. 

. BABV 
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 17 
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka 

tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh 
Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang 

(5) Sebelum melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib 
berkonsultasi dengan camat. 

(6) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah 
mendapatkan rekomendasi dari Camat dan Camat 
melaporkannya kepada Bupati. 

(7) Alih jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan 
melaporkannya kepada Bupati melalui Camat. 

(8) Kepala Desa dilarang melakukan mutasi dan alih jabatan pada 
waktu 6 (enam) bulan pertama setelah dilantik dan/atau 6 
(enam) bulan sebelum masajabatan berakhir . 



KETENTUAN PERALIHAN 
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BAB VIII 

sumber lain yang sah. 

( 1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat 

dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal 
masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Desa. 

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, APBDesa serta 

Pasal 19 

BAB VII 
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA 

(3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi yang 

dibutuhkan Pemerintah Desa. 

(4) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 

(5) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa yang sekurang-kurangnya 

memuat hak dan kewajiban yang bersangkutan. 

(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbarui 

setiap tahun anggaran. 

(7) Ketentuan lebih lanjut dalam hal pengangkatan Unsur Staf 

Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa. 
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H. SOEKIRMAN 

Ditetapkan di Serdang Bedagai 
pada tanggal :l~ S?q_~~m~r ~a1.u 
BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

Pasal 21 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 
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